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A. Latar Belakang

Motif utama setiap orang yang melakukan pekerjaan adalah untuk
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kesejahteraan _ (walfa S pan . untuk  menjamin

kesejahteraan warga negaran ' erma ga negaranya akan pekerjaan.
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Negara'Repu ale ut konsep negara
kesejahteraan : - dang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahu 5 a alinea ke-4- yaitu “Memajukan
kesejahteraan\uﬁiy@i,;;:_“ u, /S tapf aturan perundang-

undangan yang dibentuk harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

! Pembukaan UUD 1995 alinea ke-4, Kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Bangsalndonesia itu ke dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.



tersebut. Seperti pendapat Otje Salman di dalam bukunya yang berjudul Filsafat
Hukum (perkembangan dan dinamika masalah), berdasarkan tujuan hukum dari
aliran Utilitarianisme, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan

penciptaan kesejahteraan negara.?

Kesejahteraan dapat tercipta salah satunya dengan tersedianya pekerjaan

“tiap-tiap warga
)agi kemanusiaan.”.

. 3 -~
Menurut Jimly Asshid : (2) U 945 tersebut menyangkut

Pasal 27 ayat (2)

UUD 1945 jar ! ja dah berpenghidupan

] . - AN TG
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28D BAB XA UUD 1945 yang mengatur
tantang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

kerja.” Terhadap isi Pasal 28D UUD 1945 tersubut, Jimly Asshiddigie

2 Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung,
2016, him 44,

% Jimly Asshiddigie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him 111.



memberikan komentar bahwa pada pasal ini ditekankan hak untuk bekerja (right
to work) dengan hak-hak perburuhan yang adil dan perlakuan yang layak bagi

kemanusiaan.*

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan tersebut di dalam Konstitusi

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

rakyat Indonesia dan

yang dilaku Efe".-

yang terjadi pada masa sebe

inya_perbudakan dan penindasan
ALAS =
eorang boss kepada anak buahnya. Sef‘} i kerja paksa/rodi

nesia. Kerja paksa/rodi adalah

suatu kehendak  atau ‘ ):‘ unt mengerahkan sejumlah
penduduk mengerjak y a yang dikehendaki/

dimaksud oleh penguasa tan]

Hadi

| perfungsi sebagai

penyeimbang c\ / ersebut, dipertegas
dengan dik“kan g-Undang._! 3 ,-'li?n 2003  tentang

>

Ketenagakerja mv,. utnya ) Jdis,hl A O

€ epagakerjaan). UU
BANYC

NG
pedoman, arah dan dasar hukum dalam

Yruk\

< L)
Ketenagakerjaan dimaksudkan sebagali
penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan maka keberadaannya sangat penting
mengingat hukum ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pekerja dan

pemberi Kkerja tetapi berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang

* Ibid, him 117.
> Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him 16.



ekonomi, sosial, politik bahkan keamanan nasional.® UU Ketenagakerjaan
tersebut mengkompilasikan mengenai peraturan ketenagakerjaan yang ada
sebelumnya, maka di dalam UU Ketenagakerjaan mengatur secara lengkap

mengenai masa sebelum bekerja, selama masa bekerja dan sesudah masa kerja

serta sanksi bagi pelanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan ini.

Ketenagakerja ;_j- a i : ja A sing untuk dapat

bekerja di i Ng j n_dah jenis pekerjaan

ra asing pemegang visa

a bertujuan untuk

ast, " plehk areﬂlamzu gnaga a.Asing harus memiliki

a\?‘[,\ m

Tenaga Kerja Indonesia pendamplng sepertl yang dalam ketentuan Pasal 45 ayat

(1) huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “pemberi Tenaga Kerja Asing

wajib menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga

® Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja
Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, him 140.

’ Meiliana Wanda Agesa, Lego Karjoko dan Isharyanto, “Politik Hukum Fasilitas Keimigrasian Bagi
Tenaga Kerja Asing Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ekonomi, 2018, him 57.



pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari Tenaga Kerja Asing”. Tetapi dengan semakin berkembangannya
perekonomian dunia dan diikuti juga semakin berkembangannya dunia usaha,
pemilik modal tidak hanya menanamkan modal di negara asal pemilik modal saja
tetapi sudah merambah ke negara lain. Pada saat ini Indonesia merupakan salah

satu negara tujuan investasi d -negara lain. Dengan adanya investasi

tersebut, par ilik i _ Gﬂé}l)ﬂ L saja, tetapi juga

membawa tenaga kerja dari_neg

!

menyepakati beberapa Konye

donesia. Selain*'it , Indonesia yang

merupakan negara b paya uUntuk melakukan

pembangunan dan m i investasi, serta telah
g mengikat anggota untuk
memperluas ksés pasar dan edare ang, jasa dan investasi melewati batas
negara, termasuk di C KE ut sejalan dengan
pendapat Piore yanc T --/ onomi dari sektor

pertanian ke sektor .ind @Q_Jmo sebagai salah satu faktor
‘:DJA.IAA X ’

penyebab masukrya TKA fanpasar ten

erjasuatinegara.’

Investasi dari luar negeri yang berdampak masuknya Tenaga Kerja Asing
ke Indonesia harus dibatasi. Pembatasan tersebut dapat dilakukan karena setiap

kegiatan penanaman modal asing di suatu negara dibatasi oleh peraturan-

8 Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Ditinjau Dari Tanggung Jawab
Negara,” dalam Widodo Suryandono (Editor), Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum, Pustaka
Obor, Jakarta, 2018, him 1-2

® Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi, “Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur”, Jurnal, 2011, him 65.



peraturan dari negara asal investor asing tersebut (governance by the home
nation), negara tuan rumah dimana investor asing tersebut menanamkan
modalnya (governance by the host nation) dan juga hukum Internasional yang

terkait (governance by multi nation organizations and international law).*

Pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia diatur dalam

i kebutt U
memenuhi » rus_mer
= -~ - “
: . ; -~ T dal
Negara Indonesia, kare ' penyelengga )enanaman moda

g ii} DIAJAAN
T U N

2. Perkembangan pasar kerja.

3. Aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat penting dalam

segala lapangan yang disesuaikan dengan pendidikan, kejuruan dan

rencana pembangunan yang konkret.

1% David Kuirupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013, him

65.

1 Khairani, Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Depok, 2018, him 50.



Pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Asing dimaksudkan agar
penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dilakukan melalui mekanisme dan

prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan

WSS
mengatur teknis penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia dan

menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmaja
hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur

pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara

2 Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Keimigrasian”, Jurnal llmiah Kebijakan Hukum, 2018, him 95.
3 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him 194.



ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan

berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.'*

Dalam pelaksanaannya Perpres Penggunaan TKA banyak mendapat
penolakan dari masyarakat, karena Perpres Penggunaan TKA tersebut

mempermudah syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, karena di

a ’A? (IMTA) seperti

nya yan'g:_’_t,el ah dicabut dengan

."‘\37,[' ‘ -
‘k“t‘ - .
yang berlaku seka A “merupakan izin untuk

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, walaupun Menteri Tenaga Kerja

¥ Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, Prestasi Pustakan, Jakarta, 2006, him 32.



menyatakan bahwa penerbitkan Perpres tersebut adalah semata-mata untuk

menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit.*®

Perpres No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa RPTKA merupakan
izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga bertentangan dengan Penjelasan

Pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Rencana penggunaan

tenaga kerja warga negara-asing 5 yaratan untuk mendapatkan izin

LAs [Z

kerja (IKTAy ;Dér. -Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU ,etély'j jakerjaan tersebut
- _‘l

sangat jelas bahwa RPTKA kerja ,/u, uk Tenaga Kerja

Asing, tetapii merupaka mendapatkan izin kerja

rsebut.

bagi TKA t at (1) huruf a Perpes

Penggunaan [TKA tersebut

’ ga va untuk pemegang saham yang

menjabat seba gai Ang gota DM gota Dewan Komisaris pada pemberi

i -

kerja TKA tic \ :-IM Rl / TKA, sedangkan
menurut kete

I]iua 2asal_43 ay vﬂ,.,.mm aan inengatakan bahwa
< . >
RPTKA tidak:berlaku ..@% padan-badan Internasional dan

S < ) (‘ A ', 2 " ;\
SNyl KB SAN NG
perwakilan negara a akan mempeke n-TKA. Dari isi Pasal 10 ayat

(1) huruf a tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 42 dan Pasal 43
UU Ketenagakerjaan mengenai RPTKA bagi Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

Pertentangan ketentuan dalam Perpres Penggunaan TKA tersebut juga

% Pro Kontra Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia,
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing,
diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 20.09 WIB.



https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing

dinyatakan oleh Yusril IThza Mahendra, menurut Yusril Perpres No. 20 Tahun
2018 tentang penggunaan TKA harus dibatalkan secara keseluruhan, karena
Perpres TKA tersebut merugikan tenaga kerja dalam negeri dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.’® Pertentangan yang
dimaksud Yusril tersebut, dilihat menurut hirarki peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

bertujuan untuh : "ﬂllllugvu—“ a untuk mendapatkan
pekerjaan yange layak: %“@ i“amanat konstitusi, bukan

NQ_.TL'K\._ - ' BANGZ ]
mempermudah mamknym negeri yang akan berimbas
kepada semakin beratnya persaingan mendapatkan pekerjaan oleh rakyat

Indonesia. Ditambah lagi setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Tenaga

Kerja Asing yang bekerja di Indonesia.

1 Perpres Tenaga Kerja Asing, https://nasional.tempo.co/read/1082452/kata-yusril-ihza-perpres-
tenaga-kerja-asing-harus-dibatalkan/full &view=0k, diakses tanggal 21 Maret 2019, jam 12.08 WIB.
7 Badan Pusat Stasistik, Berita Resmi Stasistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Maret 2018
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https://nasional.tempo.co/read/1082452/kata-yusril-ihza-perpres-tenaga-kerja-asing-harus-dibatalkan/full&view=ok

Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Asing tersebut menurut data dari
Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun 2017 sebanyak 85.974 orang artinya
meningkat sebesar 6,97% dari Tahun 2016 dimana terdapat 80.375 Tenaga Kerja
Asing di Indonesia. Dari angka 85.974 Tenaga Kerja Asing yang berada di
Indonesia pada Tahun 2017, 24.804 orang di antaranya adalah tenaga kerja asal

Tiongkok, 13.540 orang dari Jepang,9 orang dari Korea Selatan 6.237 orang

-¢ i |p)n 2.603 orang dari

i

15.035 orang dari nega

Selain mening : sing fyang bekerja di

Indonesia hal tersebut juga diiging mengenai peénggunaan Tenaga

Kerja Asing, _seperti te an® Omk n Republik Indonesia menemukan

permasalah \; nggun: na TKA yang secara
aktif bekerja 1-,-. pekerjal Wga Asing (IMTA)
telah habis da lak d .m% eri ke kepada TKA yang

s KL\"A,AAN \\‘1

. \l l-'K‘-._ /B .
tidak dapat dipastikan-keéberadaannya, TKA yang bekerja sebagal buruh kasar

yang merupakan lapangan pekerjaan yang tidak bisa di tempati oleh TKA.™

Kasus terbaru terjadi di Aceh, pada saat Dinas Tenaga Kerja melakukan sidak

8 Jumlah Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dan Daftar Negara Asal Tenaga Kerja Asing,

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427164128-535-294169/jumlah-tenaga-kerja-asing-

dan-daftar-negara-asal, diakses pada tanggal 18 Desember 2018, pukul 14.18 WIB.

¥ Ombudsman Republik Indonesia http://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-
pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora, diakses tanggal 18 Desember 2018,

pukul 14.25 WIB.
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https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427164128-535-294169/jumlah-tenaga-kerja-asing-dan-daftar-negara-asal
http://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora
http://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-lemahnya-pengawasan-tka-oleh-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora

ditemukannya 51 orang Tenaga Kerja Asing asal Cina yang bekerja tanpa
dilengkapi dokumen-dokumen resmi. Para TKA asal Cina tersebut bekerja pada
PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. %
Adapun dokumen-dokumen yang perlu dimiliki oleh setiap Tenaga Kerja Asing

yang bekerja di Indonesia menurut ketentuan Perpres Penggunaan TKA selain

memiliki RPTKA yaitu Vitas dan Ita

~ UNIVERSITAS ANDA[ ;<=

Dengan mas “ditemukannya pelanggaran me gen i penggunaan Tenaga

e

<=

Kerja Asing tersebut enarik k dlkafl dengan  judul
[ “ﬂ l

“““‘\“: AITKAN DENGAN
Lo T )

“PENGGUNAAN T

|
GARA INDONESIA

- {
3
i

PERLINDUNGAN
ATAS PEKE ngAAN”
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. Rumusan Masalal

Mengacu a jud @--m@ \aka rumusan masalah pada
l.'\, \(BD“AJAAN : N

/ -7
.- .. =Y. 7 N(i'
penelitian ini adalah-sebag o =

1. Bagaimana pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

dikaitkan dengan perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas pekerjaan ?

20 TKA Cina di Deportasi dari Aceh, https://bisnis.tempo.co/read/1166890/langgar-dokumen51-tka-
cina-dideportasi-dari-aceh, diakses tangga 21 Januari 2019, 11.00 WIB.
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2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Provinsi
Sumatera Barat terhadap perlindungan hak Warga Negara Indonesia atas

pekerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

1 dla

Adapun manfaat yang.dapat dia | San-i C‘}'n adalah:
B Y v_\’ B

1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir
penulis serta melatih kemampuan dalam melekukan penelitian secara
ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum itu

sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat

13



menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan
dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka
menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap “Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak Warga

Negara Indonesia atas pekerj

2. ManfaatP 'A\}N‘VERSITAS ANDALAS
a) Bag Fnehfl dapat men etahu ;ﬂ

idang ilmu hukum,

Tenaga Kerja Asing, ditemukan beberapa tesis dengan judul:
1. “Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN.” Penelitian tersebut dilakukan oleh Mahasiswa Program

Studi Magister lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang
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2.

bernama May Yanti Budiarti. Tesis tersebut membahas tiga rumusan

masalah, yaitu:

a. Bagaimana fungsi izin dalam pengendalian TKA di Indonesia?

b. Bagaimana pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Bagaimana pengaturan penggunaan TKA dengan berlakunya MEA?

S 7 )
5 izin mempekerjakan

tenaga asing ?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang pertama, dapat dilihat
bahwa yang diteliti tersebut adalah pengunaan TKA terhadap terhadap
dampak berlakunya MEA dan dari rumusan masalah penelitian kedua, dapat

dilihat bahwa penelitian tersebut tersebut berfokus kepada perjanjian kerja

15



bagi Tenaga Kerja Asing di Perusahaan. Beda kedua penelitian tersebut
dengan fokus penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis difokuskan
mengenai penggunaan TKA dalam rangka perlindungan harga negara

Indonesia atas pekerjaan ditinjau dari aspek hukum.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum

adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan

2! Otje Salman, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulakn dan Membuka Kembali, Rafika Aditama,
Jakarta, 2004, him 21.
% Ibid, him 22.
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kemampuan profesional yang konvensional.” B. Arief Sidharta mengatakan
teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif
interdispliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri
dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam
pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman
yang lebih baik dan penjelasan_yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum

yang tersaji:?* UNWERSITAS ANDAL-AS =

Maka 'untuk ‘membantu_p jawab permasa dalam tulisan ini,

maka pelulls me

a. Teori Perundang-uhds |

”Dalam pem@entuka aturan perundangan-undangan baik

terlepas dari apa

Unda \ | , ] a
yangus "“\/—’"/ saling berhadapan

maka__hukur m”“‘ "‘ﬂ uguk embuat peraturan
O ,DJAIA
perthanbm gahiln &

dari-anasir:a non hukum, seperti
yang dikatakan oleh Han Kelsen hukum harus dilepaskan dari

A...f'\

kekuasaan politik.”> Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan bahwa

norma hukum itu berjenjang, teori tersebut dinamakan dengan

2 A’an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
2007, him 94,

* 1bid.

> Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Kencana, Jakarta,
2016, him 117.
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Stufentheorie. Dalam Stufentheorie Hans Kelsen mengatakan bahwa
norma-norma hukum itu berlapis dan berjenjang dalam suatu hirarki,
dalam arti norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dengan

dengan Stufentheorie milik Hans Kelsen yang sama-sama mengatakan

bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut bersumber

pada satu norma dasar.

%6 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, him 41.
?" Ibid, him 23-24.
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b. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan
di dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan
tersebut hanya dapat dilakukan cara membatasi kepentingan-
kepentingan pihak lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang

dengan cara mengalokasika uatu kekuasaan kepadanya untuk

riﬁi:lipus M. Ha indungan hukum

bagi ‘::rakyat pengakuan dan

perlindungan cara Instrinsik melekat

pada Pancasila.” Ldbi yatakan q a kekuasaan yang

R

selalu menjadi perhtie Kekuasaan Pemerintah dan kekuasan
P el .

ekonomi. D | U _ aan, permasalahan
perlindunga ngan hukum bagi
rakyat_(yang -vﬁ@; “"W‘ g_memerintah (Pemerintah).

o TDJAJAA
Sede lahs

P
v dungan..ekonomii-adalah perlindungan
terhadap si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi buruh

-

terhadap pengusaha”.30

%8 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him 53.
2 philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina llmu, Surabaya, 1987, him

20.

% Khairani, Op. Cit., him 88.
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Selanjutnya Philipus M.Hadjon menyatakan perlindungan

hukum yang diberikan Pemerintah kepada rakyat dibedakan atas dua,

yaitu:**

1. Preventif

Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

(inspraak) atau pendapa ebelum suatu keputusan Pemerintah
VERSITAS ANDAL

lapat “bentuk “definitif, dengan—-begitt perlindungan hukum
ventif bertu'ua ghindari fe;jag a suatu sengketa.
aXal - =

A‘ =38 ﬂ
— o . - - -
3_§rllndun itifysangat besar artifya bagi tindakan

Ny
~ NN

Pemerint asan‘ bertindak karena

j;hgan perlinddng mer.ir{1 didorong untuk

Jé}gikap hati-hatl @lalam ambil keputusan

D

Perlindt

seng @ bﬂm"' ‘@1' ‘u yang dilakukan

EDJAJAA Pan
Lw UM maupun peradilan

administrasi negara.

enyelesaikan  suatu

Menurut Theresia Geme perlindungan hukum berkaitan dengan

tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan

hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan

%1 1bid, him 88-89.
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jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.*? Dalam
penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan
olen Pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia akan
pekerjaan guna mempertahankan eksistensi kehidupannya dan hal ini
dijamin didalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

~
—

~~
~

-~ Eal :
Men wsatl tujuan bernegara adalah welfare
*N e

Lot o TN
‘ -~ T

c. Teo 'i'NeE]ara Keseja

P54 §

function, yai ejahteraan bagi seluruh

rakyat.** Konsep nég: Upakan merupakan konsep

yang dimaksud

yang V’t‘imbul karen dany. sep hegara huk,\
dengan negar 1 patkan hukum pada

tempat “ter hukum menduduki

tempat ﬂ_ adapnya raja dan
Sy A LYy,

tidak ada pula kenyataan hukum ini.3* Dari pendapat Dicey tersebut

Kumal tldak ada raja dan

f'\

menggambarkan bahwa tujuan utama dari konsep negara hukum adalah

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Disetasi dan Tesis,
Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him 262.

* Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, him 15.

* Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2011, him 2.
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untuk membatasi kekuasaan penguasa, dan yang menjadi pembatas
tersebut adalah hukum.

Selain membatasi kekuasaan penguasa, salah satu esensi dasar
dari negara hukum tersebut adalah perlindungan hukum terhadap hak-

hak rakyat.*® Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat tersebut

Konsep negara

) gerakan-gerakan

ukum.®” Gerakan
gal state atau negara

AT
‘Mencampuri  kehidupan

Pemerintah dalam

ekonomi masyarakat.*®

% 1bid, him 6.

% 1bid, him 27.

%7 1bid, him 6.

% Ridwan HR,

Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him 14.
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Konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban Pemerintah
untuk mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).*® Menurut E.
Utrecht, negara berkewajiban menyelenggarakan dan memenuhi apa

yang menjadi kekurangan bagi masyarakat umum. Negara modern

bertugas memperhatikan kepentingan semua orang di wilayahnya. *°

% |bid, him 18.

0 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Saduran Moh. Saleh Djindang), Ichtiar Baru,
Jakarta, 1989, him 381.

* Ridwan HR, Loc. Cit.

“2 1bid, him 19.
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2. Kerangka Konseptual
a. Tenaga Kerja Asing
Tenaga Kerja Asing menurut Pasal 1 angka 13 UU
Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia. Latar belakang penggunaan

peluang yang diberikan pada perusahaan-perusahaan asing yang ada di

Indonesia untuk menempatkan pekerja dari negara untuk mengisi

jabatan-jabatan tinggi di perusahaannya seperti jabatan Direksi dan
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Dewan Komisaris. Tetapi Globalisasi tersebut tidak boleh
menghilangkan filosofi penggunaaan TKA, yaitu:*

1) Asas manfaat berupa perluasan kesempatan kerja.

2) Aspek keamanan berupa mekanisme pengendalian TKA.

3) Aspek legalitas berupa masuknya TKA harus mendapatkan

izin dari Menteri

~ INIVERSITAS ANDA[ , o=

e .

o
~

b. Perlindungan

terhadap hak-hak

}‘T ( tersebut yang

kum yang befl_é_;tku

~ Perlin

setiap. orang

berdasarkan-ketentu Menurut Philipus

<

—

|, ete

M. Hadic
me"
-; "'"V” La-gtama Pemerintah

at Pasal /2814 ayat, (4)_UUB -
B‘K"S‘hu

pengakuan dan

ber,,.\ _ama 945, termasuk di

-'TUK.\ e o~ . .
dalamnya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan. Perlindungan
hukum dilakukan dengan cara preventif dan represif. Preventif

dilakukan dengan cara membuat pembuatan peraturan perundang-

undangan oleh Pemerintah serta pengawasan pelaksanaan peraturan

*3 Shanti Dwi Kartika, Op. Cit, hal 11.
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perundang-undangan tersebut. Perlindungan represif dilakukan apabila

telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Hak Warga Negara

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah

a ber da , '* intah-Indonesia berkewajiban

YDJAIAA - > _
MI\“‘W sefuas-luasnya  sehingga

memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan

pekerjaan dan penghidupan yang layak.*’

* Riduan Syahrani, Kata-Kata Kunci Mempelajari llmu Hukum, PT Alumni, Bandung, 2014, him 123.
45 H

Ibid, him 450.
*® Jimly Asshiddigie, Komentar...................... , Loc. Cit.
" Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa,
Rajawali Pers, Jakarta, 2016 him 24.
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G. Metode Penelitian
Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode”. Metode sendiri berasal
dari kata methodos (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu
jalan.*® Jadi yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.*°

memperkoka das ; lari-pet litian dapat tercapai.

Dalam penul

1. Jenis dan sifat pe

a. Jenis Penelitian

e

"gB'erdasark iti [ “jenis penelitian yang

b. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat

*® Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali
Pers, Depok, 2018, him 148.
* Ibid.

%0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, him 52.
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individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat.>

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

SITAS ANDA

pehehitian-iniiTjenis data yang penuli I akan adalah data

o

=T

1. Data Pri yang di langs ng dari sumber

oLrtama5 cﬂt: gan pihak Dinas

éhaga erja Jds vinsi Si atera Barat dan

D

antor Imigrasi Iasl adang.

2. b en-dokumen resmi,
\- -/ ujud laporan, dan
seba gainya @“4@\.4 >

L DJAJAAN ‘:;A*S«"’S;\
(=5

U

a.. ﬂ Iﬁaﬂ )

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

! Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,
him 25.

*2 Ibid, him 30.

> Ibid.
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risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.>* Adapun bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

21 Tahun

omor 13 Tahun

A s-iaJ.I omor 23 Tahun
L 2006 tdta - duk_@i
5. Undan@ Wnda oublik Indonesia. Nomor 25 Tahun

5 sia'Nomor 6 Tahun 2011
o tenvng Kol
e i DJAJAA N

Jndang "Rept

J

>

UWndang doriésia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him 141.

29



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Kerja Asing Serta

Tenaga Kerja

ia INomor 21 Tahun

es

S njungan

epublik Indonesia Nomor 20 Tahun

-_/ Sing
an-_‘ Asasi Manusia
0

- € “lv’ 9
ahln~2016 tentang Tim

G‘:.-;'c‘.‘o‘vs 0 1
UK BANS
-

O~
Pengawas Orang Asing

U

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata
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Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja
Asing

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang

Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga

Kerja Asing

publik Indonesia
atan Yang Dapat

Kategori Industri

i Bahan huk

!

,Bahan hukding seku erupa publi‘ka"- ang hukum yang

Smi yang meliputi

v“ al-jurnal hukum.*
Glr
' LDJAJAA '
pahane yang-memberikan petunjuk

' 3dhan 'h T, yaity
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.*®

b. Sumber Data

% Ibid.
% |bid, him 32.
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Dalam penulisan ini data yang diperoleh bersumber dari:

1. Responden
Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan
pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini
penelitian lapangan dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi_ Sumatera Barat dan Kantor Imigrasi Kelas |

2. E!ogvme'n

Aa .L.:’
JL‘oelitia akan  pe tiéa yang dilakukan

r da masalah-masalah

:—d_asarkan b

yang akan ditelifi Penel epustakaan dilakukan pada:

=\ Andalas.
b. "Q.» '$/

' : 550

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum
Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis
menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara
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Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur.
Maksudnya, dalam melakukan wawancara telah ditentukan apa saja
pertanyaan yang diajukan kepada responden dan akan timbul
pertanyaan-pertanyaan lain untuk melengkapai atau mendalami

pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang berhubungan dengan data yang

imer, bahan hukum

hukum ini harus

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
a. Pengolahan Data
Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data

yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data

" Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit, him 68.
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dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data
ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data

yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis

menganalisis data terse ecara_ kualitatif, yaitu analisis dengan

an serta disusun

berupa proposal
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